LAYANAN TERPADU

PEKERJA MIGRAN INDONESIA



DASAR

AMANAT

UU 18 TAHUN 2017

TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 38

1. Pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.

2. Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap. Layanan terpadu satu atap sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia;
b. memberikan elisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan

Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan.

3. Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap diatur dengan
Peraturan Pemerintah.




SURAT MENAKER KE MENDAGRI

MENTERI KETENAGAKERJAAN Ve

REPUBLIK INDONESIA

A7 19 Februari 2018
Nomor : B. 25/M.NAKER/FPTXPKK~-PPTKIN/IT1/2018

Hal . Penyelenggaraan Layanan Terpadu Saty Atap (LTSA)
di Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia

Yth, Menteri Dalam Negeri Rl
di Jakarta

Pemerintah telah menomitkafw' Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagal penggant
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negerl. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-
Undang'18 Tahun 2017 dimaksud mengamanatkan banwa pelayanan penempatan
dan pelindungan Pekerja Migran Inddnesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam memberikan

pelayanan penempatan dan pellnduﬁ'b'in tersebut, Pemerintah Daerah membentuk
LTSA,

LTSA tersebut bertujuan untuk:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
Memberikan efisiensi dan transparansi dalam . pengurusan dokumen
penempatan dan pelindungan Caldn Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja
Migran Indonesia; dan 1

Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara
untuk dapat menginstruksikan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota daerah
kantong Pekerja Migran Indonesia :agar memprioritaskan pembentukan LTSA
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah kerja masing
masing sesuai amanat Undang-Undarg Nomor 18 Tahun 2017

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan tenma kasin.

-\~

Tembusan !

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi IX DPR-RI,

4, Ketua KPK,

SURAT MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

SURAT MENAKER KE MENKUMHAM

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

19 Februan 2018
Nomor

B.26/M.1 T B
Hal i ngmmmwwofuzéﬂim (LTSA)

QMW\QPMMW Indonesia

Yih. Menteri Hukum dan HAM R!
di Jakarta

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perfindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Ketentuan Pasal 38 Undang-
Undang 18 Tahun 2017 dimaksud mengamanatkan bahwa pelayanan penempatan
dan pejindungan Pekerja Migran Indopesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam memberikan

p;lgzlmn penempatan dan pelindungan tersebut, Pemerintah Daerah membentuk
L

LTSA tersebut bertujuan untuk

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

2. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen
penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran indonesia dan/atau Pekerja
Migran indonesia; dan £
Mempercepal peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dukungan Saudara
untuk dapat berpartisipasi dan bergabung dalam hal memberkan pelayanan paspor

pada LTSA Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran indonesia di wilayah kerja
masing-masing sesuai amanat Umng-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Demikian, atas perhatian dan k&)aamsnya disampaikan terima kasih

-

Tembusan .

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Repubiik Indonesia;
3. Ketua Komisi IX DPR-RI;

4. Ketua KPK.

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

DUKUNGAN MENDAGRI BAGI LTSA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,
Yth. Gubernur KDH Provinsi
di
Seluruh Indonesia

Penting
Dukungan Layanan Terpadu
Satu Atap (LTSA) Penempatan

dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara, bahvs{a
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan F_'eker;a
Migran Indonesia mengamanatkan kepada daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dapat membentuk LTSA untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang cepat, murah, mudah dan terjangkau.
Pembentukan LTSA dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada
Pekerja Migran Indonesia secara terintegrasi dengan pelgyanan
kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, keimigrasian, dan kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendukung pembentukan LTSA Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia pada wilayah provinsi masing-masing;

2. Mendorong Bupati/Wali Kota di Wilayah Provinsi yang menjadi kantong
pekerja migran dan daerah perbatasan untuk segera membentuk LTSA
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di
Kabupaten/Kota; '

Mengalokasikan pendanaan penyelenggaraan LTSA Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui APBN dan/atau APBD:
M egrasikan LTSA ke dalam Mall Pelayanan Publik (bagi daerah
lah membentuk Mall Pelayanan Publik); dan
an perkembangan pembentukan LTSA kepada Menteri Dalam
. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

1 disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
1 tanggung jawab.

SELANJUTNYA (ON PROCESS) :
1. SURAT MENAKER KEPADA KAPOLRI
2. SURAT MENAKER KEPADA KEMENKES




56 KABUPATEN/KOTA KANTONG PMI
PENEMPATAN PMI
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The Next LTSA?

LOKASI LTSA YANG TELAH TERBENTUK DARI TAHUN 2015 S.D 2017 DAN RENCANA LOKASI LTSA TAHUN 2018

BENTUKAN APBN BENTUKAN APBN BENTUKAN APBN BENTUKAN APBD BENTUKAN APBD

TAHUN 2015 | TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2016 TAHUN 2017
1.Kab. Gianyar 1.Provinsi Kalbar 1.Kab. Cilacap 1.Kab. Nunukan 1.Kab. Indramayu
2.Prov. Jatim 2.Kab. Kupang 2.Kab. Brebes 2.Kab. Karawang
3.Prov. NTB 3.Kab. Sumba Barat Daya 3.Kab. Pati 3.Kab. Subang
4.Prov. NTT 4.Kab. Kendal 4.Kab. Sukabumi
5.Prov. Kepri 5.Kab. Tulung Agung 5.Kab. Cirebon
6.Kab. Sambas
/.Kab. Loteng
8.Kab. Lobar
9.Kab. Lotim
10.Kab. Sumbawa

TOTAL LTSA SAAT INI YAITU 24 L O KASI



RENCANA IDENTIFIKASI LOKASI

1.Kab.
2.Kab.
3.Kab.
4. Kab.
5.Kab.
6.Kab.

LTSA
sima TAHUN 2018

Ponorogo
Banyumas
Malang
Sikka
Sumenep

/.Provinsi Yogyakarta

8.Kab.
9.Kab.

10.Kab.
11.Kab.
12.Kab.
13.Kab.
14.Kab.
15.Kab.
16.Kab.
17.Kab.
18.Kab.
19.Kab.
20.Kab.
21.Kab.
22.Kab.
23.Kab.
24.Kab.
25.Kab.
26.Kab.

@l Sudah terbangun LTSA tetapi APBD

Bengkulu
Blitar
Banyuwangi
Madiun
Grobogan
Dell Serdang
Jambi
Lampung Timur
Magetan
Majalengka
Cianjur
Pemalang
Wonosobo
Sragen
Subang
Indramayu
Karawang
Cirebon
Sukabumi

Calon Lokasi identifikasi

DATA PENEMPATAN

DATA CETAK
PASPOR

DATA KASUS

KESIAPAN PEMDA

——PERTIMBANGAN—

AMANAT UU 18 TAHUN 2017
BAGI PEMERINTAH DAERAH

= TERSEDIA SARKES
PEMERINTAH
DAERAH (RSUD)

BLK
PELATIHAN LUAR
NEGERI

LSP

PERATURAN BUPATI
TENTANG LTSA ol

(LEMBAGA
SERTIFIKASI
PROFESI)




Penanganan Desa
Kantong PMI

Secara [erpadu

Desmigratif
Desa Migran Produktif




Desa Migran Produktif

Desa Kantong TKI di 200 Kabupaten/Kota Penanganan Desa Kantong TKI Secara Terpadu

LAYANAN USAHA COMMUNITY KOPERASI
MIGRASI PRODUKTIF PARENTING DESMIGRATIF
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DESA MIGRAN PRODUKTIF

TELAH HADIR :

2016 : 2 DESA DESMIGRATIF

2017 : 120 DESA DESMIGRATIF

2018 : 130 DESA DESMIGRATIF

2019 : 150 DESA DESMIGRATIF

TARGET TOTAL : 402 DESA DESMIGRATIF DI KANTONG PMI

TOTAL PETUGAS DESMIGRATIF : 804 PETUGAS DESMIGRATIF



PENDATAAN

KELUARGA PMI MANTAN PMI
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Community Parenting = Right




MUSYAWARAH
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| ) Peluang Kerja/ BN mm mmmm Venginformasikan

el [nformasi,PKPJO/DL . . . .
UNTUK PMI FORMAL g EMBASSY

Peluang Kerja Melalui
Sistem

MENERBITKAN
SP2MI

Peuang e IR
=asé§gs|= . - LTS A
Nt .
i =l ' A\ LAYANAN TERPADU SATU ATAP CPMI SIAP BERANGKAT

KEMNAKER
‘ MENERBITKAN
SP3MI DISNAKER - DAFTAR
KAB/KOTA PENCARI

KERJA
- REKOM

AGEN/PENGGUNA
UNTUK PMI DOMESTIK

Melaporkan
PPPMI

HE NEGARA PENEMPATAN

>~
~ 9 O

IPK YANG SUDAH DI

RUMAH PASPOR
> VERIFIKASI OLEH - - <
PERWAKILAN RI KESEHATAN
UNTUK DUKCAPIL
i MENDAPATKAN - VERIFIKASI

KTP
- PROSES EKTP

MEDICAL CHEKUP

BLKLN/LEMBAGA

PELATIHAN KERJA

UNTUK MENDAPATKAN

PELATIHAN

SESUAI NEGARA YANG
& AKAN DITUJU

PERAN PEMERINTAH DESA

CPMI YANG BELUM
MEMENUHI SYARAT !» i

- JAMINAN
SOSIAL

a

A 4

MENJADI
PMI HARUS

PENCARI KERJA

UNTUK MENCARI
INFORMASI KERJA
CPMI BISA KE IPK
ONLINE ATAU DATANG
KE LTSA SETEMPAT

CPMI YANG SUDAH
MEMENUHI SYARAT

< _ —
Sebelum proses CPMI MENCARI CPMI
harus mempunyai: DINKES CPMI BERANGKAT
- Surat keterangan status BNSP & LSP SEBAGAI ziggg's'v'cu KE NEGARA
perkawinan, bagi yang PELAKSANA UJ] PENEMPATAN
telah menikah ARIHETERNS,

melampirkan fc buku
nikah

- Surat keterangan izin
suami atau istri

- lIzin orang tua, atau izin
wali yang diketahui oleh
kepala desa atau lurah

UNTUK MENDAPATKAN
SERTIFIKAT KOPETENSI

IMIGRASI/BORD
YANG ADA DI LTSA
UNTUK
MENDAPATKAN
PASPOR

CPMI SUDAH
MEMENUHI
SYARAT

Ve ¥

IMIGRASI

KONSULTASI/
IPK

YYVYVYVYVY

PASPOR

LAIN-LAIN

CPMI SUDAH
™ MEMENUHI
SYARAT

Keterangan Alur Proses:

1. Garis Informasi

2. Garis Dokumen

3. Garis PMI

A 4

v

\ 4



Sebelum proses CPMI harus

mempunyai.

- Surat keterangan status
perkawinan, bagi yang
telah menikah
melampirkan fc buku nikah

- Surat keterangan izin
suami atau istri

- lzin orang tua, atau izin
wali yang diketahui oleh
kepala desa atau lurah

KBRI/KJRI
MEMVERIFIKASI

Menginformasikan

-
W

T 7‘
=y @

J f A
CPMI stidah memiliki Didaftarkan secara

sertifikasi kompetensi online disistem Job Matching

Penempatan

9

DINAS KETENAGAKERJAAN

- IPK (kartu AK.1)

- Penyuluhan dan bimbingan jabatan

- Job Matching dengan P3MI (P3MI- CPMI)
- Informasi Loker LN

- Perjanjian Penempatan (PP)

- Verifikasi Dokumen Akhir oleh Disnaker

- Berita Acara serah terima CPMI| ke P3MI

= cmmi
BERANGKAT
Pengurusan KE NEGARA
Visa PENEMPATAN

— R

Penerbitan SIP

Pengecekan e-KTP

DUKCAPIL
‘ - Verifikasi dokumen E-

KTP

- Input data
kependudukan

- Peneritan E-KTP

- Surat keterangan
pindah luar negeri
(SKPLN)

Rekom sarkes Penerbitan Paspor

9

IMIGRASI
- Penerbitan paspor

S

DINAS KESEHATAN
- Informasi tempat sarana kesehatan
- Penerbitan surat keterangan sehat

DESK PELAYANAN LTSA

Pendaftaran Pembayaran Asuransi dan
Asuransi Paspor
BPJS
KETENAGAKERJAAN ‘

-  Penerbitan asuransi

-  Klaim asuransi BANK PEMERINTAH

- Transaksi perbankan
- Pembayaran asuransi
- Pembayaran paspor

- KUR

Penerbitan SKCK

S

KEPOLISIAN
- Penerbitan SKCK




BISNIS PROSES PENEMPATAN

Pencetakan AK.1 pengecekan/ pengecekan/ pengecekan/
dan pendaftaran pendaftaran pendaftaran pendaftaran
asuransi ' paspor kesehatan SKCK
pendaftaran memiliki tabungan
sebagai PMI atau KUR
DAP?7? penandatanganan PK Wawancard | proses
T dan menunggu visa dan penandatanganan matching

PP



JENDELA TKI

Akses informasi P3MI, PMI dan Keluarganya

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINAPENTA & PKK

Akses yang telah disediakan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan berikut

berupa Aplikasi yang dapat diunduh di ,
Playstore secara GRATIS.

Aplikasi tersebut memiliki fitur antara "

lain :

Reqgulasi Ketenagakerjaan
MOU EI -
Sarkes & BLKLN

Biaya Penempatan
Data Penempatan PMI; dan

D1 2 e e L

Syarat & Cara jadi
PMI

Kelengkapan & Tata cara
'(O), Klaim Asuransi bekerja keluar negeri
Bagi pekerja migran secara prosedural.
Indonesia

Status dan Info P3MI

Masyarakat dapat
mengetahui, profil dan
status dari P3MI



Terimakasih



Sigit Ari Prasetyo: 082124556789



